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KOMISI PEMILIHAN T]MTTM

KABUPATEN BLORA

KEPUTUS$I KONflSI PEMILIHAN TIMT}M

KABI]PATEN BLORA

NOMOR : 43 /Kpts/KPU-Krb-012329X7 n015

TENTAIYG

PEDOMAN TEKNIS

PEMUTAKIIIRAN DATA DAIY DAFTAR PEMILII
DALAM PEMILIHAN BT]PATI DANi WAKIL BUPATI BLORA

TAHT]N 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN
!

TIMTIM KABT]PATEN BLORA

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 d

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang sebagaimana diubah dengan

Nomor 8 Tahun 2015;

b. bahwa untuk melaksanakan kententuan Peraturan

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dao

Walikota; ,

c. batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakstd &h
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kmlisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pedoman Teknis

Pemutakhiran Data dan Daftff Pemilih dalam Pemilihan h+di
dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015.
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Mengingat l. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tcntang

Provinsi Djawa Tengah (Himpruran

Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Daerah-daerah Kabupaten datam Lingkungan

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia

Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahrm 2008 tentang

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

,.Jawa

1950

1

Tatrun 2011 (kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

2008 Nomor 61, Tambatran Lerrbaran Negara

IndonesiaNomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor t5 Tahun 20ll tentang

Pemilihan Umum (Lrmbaran Negara Republik Indonesia

20ll Nomor 101, Tambaban Lembaran Negara

Indonesia Nomor 52a$;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahrm 2014 tentang

Daeratr (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

telah diubatr dengan Undang-Undang Nomor 9

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor t

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Ud+-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 (kmbaran Negara RIFX
Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembarm I.I!F
Republik Indonesia Nomor 5678);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahrm t
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan fJm,tm, Komisi Peofu
Umum Provinsi, dan Komisi Pexnilihan Umum faUryt/Ia
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sebagaimana telah beberapa kali diubah, a*t dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 0l Tahun Z$;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Selmetariat Komisi

p16yinsi, dan Sekretariat Komisi Pe,milihan

Kabupaten/I(ota sebagaimana telah diubah dengan

Komisi Pemilihan Umurn Nomor 22 Tahun 2008',

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 201

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Walikota,lan Wakil Walikota;

1 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahrm 201

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Provinsi/I(omisi Independen Pemilihan Aceh dao

Pemilihan Umum/tr(omisi Independen

KabupateniKota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suarg dan

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Bupati serta Walikotadan Wakil Walikota;

12. Peraturan Komisi Penrilihan Umum Nomor 4 Tahun 201

Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam

Gubernru dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Walikota dan Wakil \I/alikota;

Memperhatikan : l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

15/Kpts/KPU-Kab-012?29367t2015 t^nggal l8 5

tentang Penetapan Had danTanggal Pemungutan Suara

Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2Al5;

2. Keputusan Komisi pgmilihan Umum Kabupt€tt Blora Nilr
l6iKpts/IGU-Kab-01232936712015 tanggal 18 Atril 2Ol5

tentang Penetapan Tahapan, Program dan drirl
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupdi Blora Tfu
2015;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabrryaten Blore t{mr :

17lKpts/KPU-Kab-01232%67n015 tanggal l8 April 2015
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Blora Tahun 2015;

4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

tanggal I Juni 2015.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

BLORA TENTANG PEDOMAN TEKNIS

DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN

DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015.

Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 201

sebagaimanatercantum dalam Larnpiran I Keputusan yang

bagran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Forrrulir Pemutakhiran Data dan Daftff Pemilih dalano

Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 adalah

tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

padatanggal : I Juni2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum l(abrryrso Blom

serta Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamataqg Panitia

Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Peolngutau

Suara dalam Penyelenggar,um Pemilihan Bupati dan Wal$rpati

I

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN IIMUM

BLORA

KETUA KOMISI PEMILIHAN ry' :

KABUPATEN BLORA,

t
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LAMPIRAN: I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NoMoR : 43 /Kpts/KPU-Kab-.01232%G7f2Ol5
TENTANG PEDOMAN TEKMS PEMUTAISIAN
DATA DAN DAFTAR PEMILIH DAI,A}I
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BLORA TAHUN 2OI5

H"pATI

PEDOMAN TEKNIS

PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAI"TAR PEMILIH

PEMILIHAII BUPATI DA}t WAKIL BTJPATI BLORA

TAHUN 2015 I I

BAB 1

PENDAHI,JLUAN

T

A. PENDAHULUAI\ ,1:

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salatr satu faktor kesulr
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora. Semua penduduk Kabupaten Bloraf3
sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdaftar dalarn Daftar pemifrl f
bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blorafu
karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora membuat keputusa#g
mengatur mekanisme dan prosedur yang diterapkan dalam penyusunan Daftar FrfL
Dengan adanya keputusan ini maka akan memudahkan penduduk Kabupaten nfo$, t5J
Politik dan masyarakat secara umum dalam menyukseskan Pemilihan Bupati Aul UA
Bupati Blora.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini ff
sebagai berikut :

l. Sebagai pedoman bagi penyelenggara dalam menyusun dan menetapkan DaftarPt
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora

2. Agar semua penduduk Kabupaten Blora yang telah memenuhi syarat sebagai p€mm

bisa terdaftar dalam Daftar Pemilih.

3. Agar masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Blora dapat membcri

masukan dan saran untuk kesuksesan pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Blora.

t
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B. PENGERTIAI\I

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan matnanya *
secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mepermudatr pemahamannya, matr *r
diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut: .., .,

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blor4 selanjutnya disebut Pemilihan, ff
pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Kabupaten Blora untuk memilih Bqld h
Wakil Bupati Blora Tatrun 20l5secara langsung dan demokratis

2. Pemilu terakhir adalah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan ?d
Presiden Tahun 2014.

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalatr lembaga penyel{n
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana did;|
dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugal h
wewenang dalam penyelenggaftuul Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diattrr||
undang-undang Pemilihan.

4. Komisi PemilihanUmum Provinsi Jawa Tengall selanjutnya disebut KPU Provid.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blorq selanjutnya disebut KPU Kabuilr,
adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dh
undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan trf
menyelenggarakan Pemilihan. |i

6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah Panitia q
dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tiilfr
Kecamatan.

7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dil*
oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/Kelurfu. ,

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suar4 selanjutnya di sebut KPPS *
kelompok yang di bentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan sflf,
tempat pemungutan suara.

9. Badan Pengawas Pemilihan (Jmum, selaqiutnya disebut Bawaslu, adalah lemt;l
penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggrt

pemilihan umum di seluruh wilayatr Negara Kesatuan Republik Indooca

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggnr

pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalarn pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selaqiutnya disebut

Bawaslu Provinsi.
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I l. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Blor4 selanjutnya disebut Panwas faU;r
adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas m€rpi
penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Blora. r *,,,

12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamataq selanjutnya disebut Panwas Kectr
adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas mcn;i
penyelengguraanPemilihan diwilayah Kecamatan. ,, .rinF

13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugar !I
dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyeleng;n
Pemilihan di Desa atau Kelurahan.

14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah ptf
Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga GUD atau nama lainnya yang membantr f,
dalam pemutakhiran data Pemilih. l*

15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati faUu;1;r
Blora yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

16. Tempat Pemungutan Suar4 selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanahgn
pemungutan sur[a.

17. Pemilih Adalah penduduk yang berusia paling rendatr 17 (tujuh belas) tahun a3
sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutrya disingkat llil,
adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk ,q3
memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan

19. Daftar Pemilih Sementar4 selanjutnya disingkat DPS, adalah daftff Pemilih H
pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan teralfiir.

20. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hl
pemutakhiran DPS.

21. Daftax Pemilih Tetap Tambahanl, selanjutnya disingkat DPTb-I, adalah*
Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syart fu
didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.

22. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutrya disingkat DPTb-2, adalatr daftar Pemith rq
tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-l rurmun memenuhi syard yrft
dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan

menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dar/atau Identitas Lain

23. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yaog berisi

Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-lyang menggunakan hak pilihnya

di TPS lain.

24. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbalrarui data Pemilih

berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftff Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Teralfiir

dengan cara melakukan verifftasi faktual data Pemilih dan selanjutnya diguoakan
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sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kahrpmelr dE
dibantu oleh PPK dan PPS. ,ry

25- Sistem Informasi Data Pemilih adalatr seperangkat sistem dan teknologi infarj
untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam m€mr
mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih. {

26. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan Il
dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara menrfi
Pemilih secara langsung

27. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan i-
pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang diht
dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah I
desa/ kelurahan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau pex1b
daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana dimaksud h
undang-undang kependudukan, meliputi Resi atau Surat Keteftmgan Domisili Te
Tinggal. , r,

28. Tim Kampanye adalatr tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama d+
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calont
oleh Pasangan calon Perseorangan yang didaftarkan ke Kpu Kabupaten.

29. Harj adalah hari kalender. i :

C. PRINSIPPENYELENGGARAANPEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tthn
2015, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :

1. Mandiri

2. Jujur

3. Adil

4. Kepastian Hukum

5. Tertib

6. Kepentingan Umum

7. Keterbukaan

8. Proporsionalitas

9. Profesonalitas

10. Akuntabilitas

11. Efisiensi

12. Efektivitas dan

13. Aksesibilitas

\
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D. DASAR HUKIIM : .rrr

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupotco II
berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djaua Tqa
(Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun I 950);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdd
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah @erita Negara Rfl*
Indonesia Tahun 1950 Nomor42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemlr
Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik In&*
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tatrrmllf
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambatran Lembaran Negara Regffi'
Indonesia Nomor 5679\;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dil*
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indordr
Tatrun 201 I Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor stDf

5. Undang-Undang Nomor 14 Tatrun 2008 tentang Keterbukaan Informasi P*
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambalran Lembn
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Urq
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20ll Nomor l0l, Tambahan Lembc
Negara Republik Indonesia Nomor 52aO;

7. Undang-Undang Nomor I Tatrun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeri$
Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, HIi
dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telatr diubatr dengan Unhtr
Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrn itf
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5678);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Kodi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umr
Kabupaten/I(ota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perahrn

Komisi Pemilihan UmumNomor 01 Tahun 2010;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekrrstariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pspilihan Umum

Kabupaten/I(ota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 22Tahrn2008;
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10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapsn, Pfff
dan Jadwal Penyelenggafturn Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, $1ryd'tb
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

I l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentangTata Kerja I(-
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/I(omisi Independen Pcoilr
Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/I(omisi Independen Pemilihan Kabupafieoll{
Pembentukan dar. tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungl
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalarn Penyelenggn
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati s€rta Waliko6-
Wakil Walikota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiranfu

Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan I||l
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

BAB II
HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap benn
17 (tujuh belas) tatrun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara lndonesia ht
terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.

3. Pemilih harus memenuhi syarat :

a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya

b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telatr memp;j

c. berdomisili di wilayah Kabupaten Blora sekurang-kurangrya 6 (enam) bulan sfr
disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokll
kependudukan lainnya dari instansi yang berwenang.

d. tidak sedang menjadi anggota TNUPOLRI.

4. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebeld

pemilih dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftff Pemilih, ternyata tidak lag

memenuhi syarat, maka Warga Negara yang dimaksud tidak dapat menggrrnakan halc

memilihnya.

6. Seorang pemilih hanya didaftar I (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS pada s*iry

desalkelurahan.
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7. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari I (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut htrus rtJl
salah satu tempat tinggalnya yang tercantum dalam daftar Pemilih berdasarkan KTP, f[,
Paspor dan/atau Identitas Lain.

8. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti terdaftar dan pada tcaf
tinggal pemilih tersebut ditempeli stiker coklit.

BAB III
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PEITYEDIAA}I DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telatr dikonsolidasi, diverifikasi dan divcry
kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara- '' j'

2. DP4 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap bGtrd
17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernatr kawin secara terinci untuk {
desalkelurahan.

3. DP4 paling ktrrang memuat informasi, meliputi:

a. nomor urut;

b. Nomor Induk Kependudukan; '

c. nomor Karm Keluarga;

d. rurma lengkap;

e. tempat lahir;

f. tanggal lahir;

g. umur;

h. jenis kelamin; ''
i. status perkawinan;

j. alarnat jalar/dukulg -'*'

k. Rukun Tetangga (RT); "' :*4

l. Rukun Warga GVD; dan

m. jenis disabilitas. :'

4. Dp4 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk softcry b
dituangkan dalam berita acara serah terima.

5. DP4 dibuat dengan menggunakan format e,xcel danlatzuComna Sepwated Yalws

(CSt/)'

6. KpU menganalisis DP4 paling lanaT (tujuh) hari setelah DP4 diterima

7. KpU melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis dengan data Pemilih pada Pemilu

atau Pemilihan Terakhir.

8. KpU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 k@a KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten sebagai bahao pemuta}lhiran.

l_
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9. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis padapapanpengumumandaddub
KPU. } .1,

10. KPU Kabupaten menyusun data Pemilih menggunakan formulir Model A-Kff
berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir, paling lmr*
(dua pultrtr satu) hari sejak menerima hasil sinloonisasi dari KPU.

11. Penyusunan data Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS pqh
banyak 800 (delapan ratus) oftrlg, dengan memerhatikan:

a. tidak menggabungkan desalkelurahan;

b. memudahkan Pemilih;

c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;

d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang u&n
pemungutan suara.

12. KPU Kabupaten menyampaikan data Pemilih kepada PPDP melalui PPK dan E[
dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

B. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.

2. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga GfL
yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.

3. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

4. PPDP berjumlah:

a. I (satu) oftmg untuk setiry TPS dengan jumlah Pemilih sarnpai dengan fl
(empat ratus) orang; dan

b. paling banyak 2 (dua) omng untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebilti
400 (empat ratus) oftrng.

5. PPDP melakukan Coklit paling lama 36 (tiga puluh enam) hari dengan ca
mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rfu
Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).

6. Sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit, PPS dibantu oleh PlD
berkoordinasi dengan petugas registrasikependudukandesa/keluratran.

7. Kegiatan Coklit dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:

a- mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam datr

Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;

b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;

c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;

d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;

e. mencoret Pemilih yang telah berubatr status dari status sipil menjadi stahs

anggota TentaraNasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik ldoresia;

I
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8.

f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahrm dan |}r
kawin/menikah pada hari pemungutan suara; :

h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keteer
dokter;

i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan prfi
pengadilan berkekuatan hukum tetap;

j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabihc;

dan

k. mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah tqg
menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.

PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggudrn

formulir Model AA.I-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggr&b
formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.

PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit.

PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit kepada PPS.

PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.

PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPII
paling LanaT (tujuh) hari sejak menerima hasil Coklit dari PPDP.

PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhirarl dibantu oleh PPDP dengn

menggunakan formulir Model A1 -KWK.

PPS melalarkan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran paling lama 3 ({B
hari setelah menyusun daftax Pemilih dengan menggunakan formulir Model At.f-
KWK.

PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan rekapitulasi daftar Pcffi
kepada PPK dan KPU Kabupaten dalam bentuk softcopy. .t. .

Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran sE
manual, penyampaian daftar Pemilih dilalrukan dalam bentuk hardcopy.

PPK melakukan rekapitulasi daftff Pemilih hasil pemutakhiran diwilayah kerjrlr
paling lama2 (dua) hari sejak menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPtl.

Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam b€ritr

acara yang ditandatangani oleh Ketua dan AnggotaPPK.

Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye

Pasangan Calon.

Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecarnatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon

dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tsrtulis berupa nama Pemilih,

tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

9.

10.

ll.
12.

13.

14.

l5

16.

t7.

18.

19

20.

21.

L
t

t
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22. PPK wajib menindak lanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti h.&.
23. PPS melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir hdd

A1.1-KWK.

24. PPS menyampaikan hasil perbaikan DPS kepada PPK dan rekapitulasi H
perbaikan DPS paling lambat 3 (tiga) hari sejak melakukan perbaikan DPS.

25. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam fod
Model AI.2-KWK.

26. Salinan formulir Model Al.2-KWK disampaikan kepada: . ,;

a. KPU Kabupaten;

b. KPU Propinsi melalui KPU Kabupaten;

c. Panwas Kecamatan;

d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

27. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran 
-

menetapkan DPS paling lama2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar Pd
dari PPK.

28. Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangb

dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

29. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanyr

Pasangan Calon.

30. Dalam rapat pleno, PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Cah
dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

31. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemih

tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

32. KPU Kabupaten wajib menindaklajuti masukan apabila data yang ditunjl&r

33. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih keddr
formulir Model Al.3-KWK yang salinannya disampaikan kepada: ",!

a. KPU Provinsi;

b. KPU melalui KPU Provinsi;

c. Panwas Kabupaten;

d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;

e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil

setempat.

34. KPU Kabupaten dalam menetapkan DPS menggunakan forrtulir Model AI-KWK.

35. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam ju-lah

3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:

a. pengumuman di kantor desa/kelurahan;

r'
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b. pengumuman disekretaiat lbalar Rukun Tetangga (RT) /Rukun Wrga (RY)-
tempat strategis lainnya; dan ,r {h}

c. arsip PPS.

36. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS, dalam bentuk softcopy dengan fora
portable document format (pdfl yaurre tidak dapat diubatr kepada Tim Kamp115l3

Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon ft;|
kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.

37. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk m€nh-
tanggapan masyarakat selamal0 (sepuluh) hari, setelatr menerima DPS.

C. DAFTAR PEMILIH TETAP

l. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan d
perbaikan mengenai penulisan ftrma danlatau identitas lainnya yang t€rcaotum tr
DPS kepada PPS.

2. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka I Pemilih atau angtt
keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkah
dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi :

a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3;

b. Pemilih belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin

c. Pemilih sudah pensiun dari TNUPOLRI dan/atau Pemilih yang berubah strf
menjadi TNVPOLRI;

d. Pemilih sudatr meninggal dunia;

e. Pemilih tidak berdomisili di desalkeluratran setempat;

f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau

g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pct
sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3.

3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud angka I dan angka 2 disampaikan kepada lfE
dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) KTP, KK paspor danb
identitas lairu serta mengisi Fonnulir Model A1.A-KWK.

4. Jika usulan perbaikan diterima, PPS mengisi fonnulir tanggapan dan msb
masyarakat terhadap DPS menggunakan formulir Model A2-KWK serta memberikm

tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagri

pemilih.

5. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A3.2-

KWK, paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dad PPS

sebagaimana dimaksud dalam angka 4.

i
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6. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dalam rapat pleno t*r
dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan AUgU
PPK.

7. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 6 dihadiri oleh PPS, P63
Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

8. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 7, Panwas Kecaffi
atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila t€rrd;a
kekeliruan dalam rekapitulasi.

9. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus disertai dengan data autelrtik h
bukti tertulis berupa ftlma Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi rPS.

10. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 9, apabilab
yang ditunjukkan terbukti benar.

11. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada anglr 5
kepada:

a. KPU Kabupaten;

b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;

c. Panwas Kecamatan;

d. Setiap tim kampanye pasangan calon.

12. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil DPS dan menetapkan DPT

paling Lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebageimal

dimaksud dalam angka 11.

13. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilatokan dfu
rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acaxa yang ditandatangani oleh IUI
dan Anggota KPU Kabupaten.

14. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 13 dihadiri oleh PPK PmE
Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

15. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 14, PPK, Panwas Kabupaten, 
-

Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila"terdapat kekelirn
dalam rekapitulasi.

16. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 15 harus disertai dengan data autentik h
bukti tertulis berupa ffrma Pemilih tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

17. KPU Kabupaten wajib menindak lajuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 16,

apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

18. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksrd

pada angka 12 ke dalam formulir Model A3.3-KWK.

19. KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana

dimaksud pada angka l8 kepada:

a. KPU Provinsi;

t
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b. KPU melalui KPU Provinsi; ,r.*re

c. Panwas Kabupatenl r

d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;

e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setemp
20. KPU Kabupaten menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 12 d€orn

menggunakan formulir Model A3-KWK.

21. KPU Kabupaten menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksrdl Fl
angka 20 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digrfr
sebagai:

a. pengumuman di kantor desalkelurahan;

b. pengumuman disekretariat lbalat Rukun Tetangga (RTyRulrun Warga (RW) tlr
tempat strategis lainnya; dan

c. arsip PPS.

22. Y\PU Kabupaten menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka I,
dalam benhrk softcopy dengan format portable document format (pd| yang tidak df
diubah kepada Tim lfumpanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampry
Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.

23. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelatr menerima DPT

dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam angka2l.

D. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb.I)

1. Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi s1et
sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3 dapat mendaftarkan ti
sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, b
Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.

2. PPS mendaftarkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 kedalam DPTbI

dengan menggunakan formulir Model A.TbI-KWK.

3. Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka I dilalrukan paling lambt 7

(tujuh) hari setelatr pengumuman DPT.

4. PPS melakukan rekapitulasi DPTb-l tingkat desalkelurahan menggunakan formulk

Model A.Tbl.I-KWK dan menyampaikan DPTb-l kepada PPK paling lama 3 (tiga)

hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-lsebagaimana dimaksud pada angka 3.

5. PPK melalrukan rekapitulasi DPTbI tingkat kecamatan menggunakan formulir Model

A.TbI2-KWK paling lama 3 (tiga) hari sejak menoima hasil rekryitulasi DPTbI dai

PPS sebagaimana dimaksud dalam angka4.

6. Rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dalam rapat pleno

terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kettra dan Anggota

PPK.

r
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7. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 6 dihadiri oleh PPS, h3
Kecarnatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon. t "

8. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 7, Panwas Kecam-
atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila t€d;1
kekeliruan dalam rekapitulasi.

9. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus disertai dengan data aute*
dan bukti tertulis berupa nama PemililU tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

10. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 9, apaft
data yang ditmjukkan terbukti benar.

I l. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-l sebagaimana dimaksud pada nngtr5

kepada: r:.,1

a. KPU Kabupaten;

b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;

c. Panwas Kecamatan' .:

d. Setiap tim kampanye pasangan calon.

12. KPU Kabupalenmelakukan dan menetapkan DPTbI paling lana2 (dua) H
setelah me,nerima DPTbI dari PPK sebagaimen dimakstd dalam angka l l huntra

13. Rekapitulasi DPTb-1 dan penetapan DPTb-l sebagaimana dimaksud pada angka 12

dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten dan ditandatangani oleh Ketrn

KPU Kabupaten.

14. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 13 dihadiri oleh PPK Panwar

Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

15. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 14, PPK, Panwas Kabupah,

atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila t€rd{F
kekeliruan dalam rekapitulasi.

16. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 15 harus disertai dengan data autentik L
bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal latrir Pemilih, dan lokasi TPS.

17. KPU Kabupaten wajib menindaklajuti masukan sebagaimana dimaksud pada qngta l{,
apabila data yang ditunjuk&an terbukti benar.

18. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 12,

ke dalam formulir Model A.Tbl.3-KWK.

19. KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-l sebagaimana dimnkqld

pada angka 18 kepada:

a. KPU Provinsi;

b. KPU melalui KPU Provinsi;

c. Panwas Kabupaten;

d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;

e. perangkat daerah yang msnangani unrsao kependudukan dan catatan sipil
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setempat

20. KPU Kabupaten menetapkan Dprb-l sebagaimana dimaksud pada angkn 12 dqr
menggunakan formulir Model A.Tb l -KWK.

21. KPU Kabupaten menyampaikan salinan penetapan DpTb-l sebageimana dimatd
pada angka 20 kepada PPS melalui PPK dalam jumlatr 3 (tiga) rangkry r45
digunakan sebagai:

a. pengumuman di kantor desa&eluratran;

b. pengumuman di sekretariat/balai RukunTetangga (RT) /Rukun Warga GUD I
tempat strategis lainnya; dan

c. arsip PPS.

22. Y\PU Kabupaten menyampaikan salinan DPTb-lsebagaimana dimaksud pada engka ll
dalam bentuk softcopy dengan formatportable docamentformat (pdl) ymg tidak dfr
diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kamry
Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.

23. PPS mengumumkan DPTb-l setelah menerima DPTb-l dari PPK sebagaino
dimaksud dalam angka 21.

24. Dalam hal KPU Provinsi tidak menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wstil
Gubemur, KPU Provinsi melaporkan hasil rekapitulasi DPT dan DPTb-ldari KPU

Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan.

25. DPT dan DPTb-l tidak dapat diubah dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) hari

sebelum hari pemungutan suara,kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat

26. Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 25,meliEtri:

a. meninggal dunia;

b. pindah domisili;

c. Alih status menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Re1l*
Indonesia;

d. terdaftar lebih daril (satu) kali;

e. terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;

f. dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hohr
tetap.

27. PPS mencoret dan memberikan keterangan pada DPT atau DPTb-l terhadap Pcmilih

sebagaimana dimaksud pada angka 26.
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BAB TV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2 DAN i,!{T

DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
A. Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)

1. Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dcn;r
membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu l(drql
dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, katr
belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-I, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yt
sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggrmakan form*
ModelA.Tb2- KWK.

2. Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 sebagaimana dimaksud pada angkr'l
digunakan untuk memutakhirkan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Daftar P€mil
pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya

3. PPK mengeluarkan formulir Model A.Tb2-KWK sebagaimana dimaksud pada ugtr
1 dari kotak suara di setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasartr

desalkelurahan untuk kebutuhan pemeliharaan data Pemilih.

B. DAFTAR PENIILIH PINDAHAN (DPPh)

l. Salinan DPT dan DPTb-l dapat dilengkapi dengan DPPh.

2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas data Pemilih yang telah

terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 disuatu TPS, yang karena keadaan tertentu tid*
dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdah
dan memberikan suara di TPS lain di wilayah Kabupaten Blora.

3. Keadaantertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:

a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara; t

b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yI3
mendampingi;

c. menjadi tatranan dirumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;

d. tugas belajar;

e. pindah domisili;dan

f. tertimpa bencana alam.

4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir Modcl

A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara

5. Untuk dapat dimasukkan kedalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas

yang sah dan bukti telatr terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.

6. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh

dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain

paling lambat 3 (iga) hari sebelum hari pemungutan suara

L
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7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimrrr$d |t-
angka 5 dan angka 6, Pemilih dapat melapor kepada Kpu Kabwat€n la5
mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepultrh) hari sebeltm Li
pemungutan suara.

8. PPS atau KPU Kabupaten berdasarkan laporan Pemililu meneliti kebenaran idtr
yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1.

9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-I, PPS atau KPU Kabuprh
mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT atau DPTb-l dan menerbitr
surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan fomrulir Mode[A.S-KWK &o;
ketenfuan:

a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan

b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten

10. Pemilih menyampaikan forrrulir Model A.S-KWK kepada PPS tempat tujuan memill
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suar?-

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMITIH

1. KPU Kabupaten dalam menyusun data Pemilih, DPS, DPT dan DPTbI menggmakan

Sistem lnformasi Data Pemilih.

2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka I digunakan untuk

mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi,

mengumumkan dan memelihara data Pemilih serta untuk melayani Pemilih melakuh
pemeriksaan data Pemilih.

3. Setelah pemungutan suara KPU Kabupaten memasukkan data DPTb-2 pada Sistr
Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilih
atau Pemilu berikutnya.

4. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS.

5. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sish
Informasi Data Pemilih di tingkat desalkelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakub
secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemill
difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP

melalui PPS dan PPK.

2. KPU Kabupaten menindaklanjuti hasil pengaw{Nan Panwas Kabupaten terhadap

I
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Pemutakhiran Data Pemilih sebelum penetapan DPT oleh KPU Kabupaten, dan pen3arr
rekapitulasi DPT oleh PPK dan KPU Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

l. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dao Rum-
Sakit dilakukan oleh KPU Kabupaten bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordird
dengan petugas Rumatr Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut

2. Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka I dilalekan dengr
ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/a5
Identitas Lain untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah pendu&t

Kabupaten Blora.

3. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagir

daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisit,

pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten bersama PPK dan PPS dengr
memerhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.

4. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian

daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ketempot

pengungsian, KPU Kabupaten melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi

tempat pengungsian.

5. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, rekapitulasi DPT dan DPTb-l digunatm

sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan sua
serta proses pendistibusiannya.

6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan bentuk dan jenis form*
sebagaimana t€rcanhm dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian ti*
terpisahkan dari Keputusan ini.

7. Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan oleh I(PU Kabupaten

a
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I
BAB VIII

PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan Pedoman Teknis bogi XfU
Kabupaten, PPK, PPS, PPDP dan masyarakat dalam menjalankan tahapan pemutakhiran Djrr
Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora tatrun 2015.

KETUA KOMISI PEMILIHAN T,IMI.ru

KABUPATEN BLORA.,

Ttd

ARIFIN

:

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARI,AT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

Bagian Hukum
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TAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMITIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 43lKpts/Kpu-Kab{1 23293622015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAIiI DATA
DAN DAFTAR PEMITIH DALAM PEMILIHAI{ BUPAN DA'I
WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PETIIUH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2015

NO KODE I{AMA
I A-KWK Data Pemilih

2 AA.KWK Data Pemilih Baru
3 AA.1-KWK Tanda Bukti Pendaftaran pemitih

4 AA.2.KWK Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan penelitian
,I-KWK

Daftar Pemilih Semenlara
6 A1.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Desa / Kelurahan,
7 A1.2.KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan
I Rekapitulasi Dafiar Pemilih Sementara Kabupaten
I Al.A.KWK rmuliFo T da Masn kanuanggapan OPSterhadap
10 42-KWK Oaft ar Tanggapan Masyarakat
11 A},KWK Dafrar Pemilih Tetap

43,1.KWK Rekapitulasi Dafrar Pemilih Tetap Desa / Kelurahan'
13 A3.2-KWK Rekapitulasi Daftar Pemitih Tetap Kecamatan
14 A3.}KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten
15 A.Tb1.KWK Daftar Pemilih Tetap Tambahan
'16 A.Tb1.1-KWK Tetaplasi Daflar Pem tihRekapitu T hanamba ,| Desa(DPTU Kelurahan
17 A.Tb1.2-KWK Talas Dafra itihPem TRekapitu eta mbahanp (oPTU )
'18 A.Tbl .3-KWK Rekapitulasi Dafiar Pemilih Tetap Tambahan (OpTb.1 ) Kabupaten
'19 A4-KWK Daflar Pemilih Pindahan

20 A5.KWK Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih pindahan)
21 A.Tb2-KWK Daflar Pemilih Tambahan - 2

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
1GBUPATEN BLORA,

ARIFIN

ttd

t

L

salinan sesuai dengan aslinya
iEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

TEN BLORA
n Hukum

UDDIN

Masyarakat

A1.3.KWK

Kec€matan
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t' I

DATA PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2015

Keter.ngen status Perkawlnan :

B : Belum Kawin
S: Kawln
P : Pemah Kawin

Model A-KWK

PROVINSI
KABUPATEN

Ketorangan dbabilltat :

1 : Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3 : Tuna Rungu / Wicara

4 : Tuna Grahita
5 : Dlsablltas Lainnya

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

a/

No. No, KK

z

f.flK

a

Nama

4

Tempat Lahlr

5

Tanggal Lahir Umur
Stetus

Porkawinan

B/SIP

Jenis
Kolamin

L/P

Alamat Dlsabl
lita* Keterangan

JalanlDukuh RT RW

1

111..... {iff

r
-I__.T-

: JAWA TENGAH
: BLORA

t
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a' t7- I l. ,

PROVINSI
KABUPATEN

: JAWA TENGAH
: BLORA

4 : Tuna Grahlta
5 : Oieablitas Lainnya

DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2015

Kcterengen Stetur Perkewlntn
B : Belum Kawin
S: Kawin
P: Pcruh l6wh

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

ModelAA-KWK

., Tanggal ........2015

PPDPl(.orlngan dl$billtat :

1 : Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3 : Tuna Rungu / Wicara

No, NO. KK NIK

1

Nama

4

T6mpat Lahir

5

Tanggal Lahir Umur
Status

Perkawlnan

B/S/P

Jonis
Kolamin

L/P

Alamat Disabi
litaB Keterangan

Jalan/Dukuh RT RW

1

FH..... fit

Ditetapkan di
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Model AA.I-KWK

TANDA BUKTI PEIYDAT"TARAIT PEMILIH
PE}IILIIIAIT BUPATI DAII UAKIL BIIPATI BLORA

TATIT'il 2015

Kepala Keluarga/ penghuni Rumah
Alamat

No. TPS

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah

Alamat

No. TPS

No

1

2.

3.

4.

5

6.

7

8.

9

10.

11.

t2.

Ditanda tangani di

Tanggal, ........2O1S

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

(.........

Petugas
Pemutakhiran Date

Pemilih

(. ..)

Model AA.I-KWK

$

TAITDA BUKTI PEITDAT"TARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAITT ITAKIL BUPATI BIPRA

TAIIUN 2015

t-
Ditanda tangani di
Tanggal, ........2015

L

Kepala Keluarga

/Penghuni Rumah
Petugas r

Pemutakhiran Data
Pemilih

(..........

L

l{o l{ama Pemilih
1

2.

3.

4

5

6.

7

8

I
10.

11.

t2.

.)

t
L

Nama Pemilih

..) (.

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



STIKER TANDA BUKTI PENCOCOI{AN DAN PTNELITIAIT

1

!!

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU

2. Jenis dan Tahun Pemiiihan

3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara

4. Hari dan Tanggal Pencocokal dan Penelitian

5. Jumiah Keluarga

6. Jumlah Pemiiih

7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah

8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

I

Model

Ii 51Orr

E q

L

t

t
t

t
L

t

gn$ \NAKlt ErtpATt
auos

rnrtUN 2or5 pElilltfi4& agp61 gFt{ $ MODEL AA.2-KWK
wAK't 1tr$UN 2o ?EMlLrtAJV

p€HtlLIH4fi

getJltLlH4ly

PE$lL,H4ff

PE$llLlffe&

BUP{{\

aup{f\
aupgrr

wA

ILNH
Bup4tr

,0 r 5
ohs YVAKIL

wAKI{.

8up4rr BA$ Wi

sgzll

HARI DAN TANGGAL COKUT

IUMLAH KELUARGA

IUMLAH PEMIUH

PETUGA5 PEMUTAKHIRAN
DATA PEMIUH

KEPAIS KELUAMA/
pENGHUNI RUlillH

(......................-..)

t-
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ModelAl-KWK

PROV|itst
XABUPATEII

: JAWA TEiIGAH
: BL(XA

l(.a{IlanS!hrm!-t
8: E-rIl K-rt:5r
,; hirLh

I.I.....-1...

XecamrLn
DeldKelurahttl
IPs

loar.lll.n dL.iatr .:
I : fut. t).lls
2 : Trn. iabr
3r Tu|. R |eurtkr

a:t-htl
I : mr. lrfrry.

,........-..................,. tort

-

tot .

f,Il t{o. XK

2

]{tK

3 4 5

T€ltlp.t Lrhlr T.nog.l L.hlr Umur

7 I

St tu.
Pcrtawlnrn

B'3,P
I

Janb
Kohmln

UP JalrnrDukuh RT
'11

RW

Dlt$l
lltrr

12 11

EIIIIIIIII
IIIIIIIIIII

IrIIII

IIIII

I
II

E
lllt,

( ARrFn )

DAFTAR PEiIILIH SETIENTARA
PEi'IILIHAN BUPATI DAN WAI(L BUPAT' BLORA

TAHUN 2OI5

%t-r

a

Nama
Alrmat

Krlgrtngln
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Model A1.1-KwK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA/KELURAHAIT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015

OLEH PPS

DESA / KELURAHAN
KECA]IIATAN
KABUPATEN
PROVINSI

1. Ketua

2. Anggota

: BLORA
: JAWA TENGAH

Disahkan dalam rapat Pleno PPS Tanggal ... ........

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

2015
2015

Tanda Tangan I

No. Nomor TPS
Jumlah Pemilih

Keterangan
P L+P

1

2

J

4
E

b

7

I
10

11 I

12
I

IJ I

14

t3

dst

TOTAL

3. Anggota

l

L

L
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KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

REKAPITU LAS! DAFTAR PE M I LI H SEM ENTARA KECATUATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015

OLEH PPK

BLORA
JAWA TENGAH

Disah kan o",.r,,p.i ;,;; ffi ';il;;i'.'. : : .: .: .".'.'..':.: .u..

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama

ModelA1.2-KW(

2015

Tanda Tangan

No
Nama Desa /
Kelurahan

Jumlah
TPS

Jumlah Pemilih
Keterangan

L P L+P
1

2

3

4

5

6

7

I
I
10

11

12

13

14

15

dst

TOTAL

5. Anggota

t
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KABUPATEN
PROV|NSt

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

REKAPITU LASI DAFTAR PEN,I I LIH S EM ENTARA KABUPATEN
PETIiILIHAN BUPATI DAN WAKII. BUPATI BLORA TAHUN 2015

OLEH KPU KABUPATEN

: BLORA
: JAWA TENGAH

Blora, ... .....2415
Disahkan dalam rapat Pleno KPU Kabupaten Tanggal ..............

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

Nama Tanda Tangan

ModelA1.3-KWr.

2015

No. Nama Kecamatan
Jumlah

DesalKel
Jumlah

TPS
Jumlah Pemilih

Ketemngari
L P L+P

,l
I

2

3

4

5

6

7

I
o a

10

11

12

13

14

15

dst

TOTAL

5. Anggota

I
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Model Al.A-KWK

FC}RMTILIR TAIIGGAPAN DAIT MASUKAN MASYARAXAT
?ERHAI}AP DPS

PEMILiHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2015

Panitia Pemungutan Suara {pps) Desa/Kelurahan............
Kabupaten Blora Menerima tanggapan dan masukan terhadap Dps dari :

Nama
Alamat ;:..:::.:..: ..::..:.....:...:::: :..::. ......:: ..:..

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

Kesalahan data pemilih
Belum terdaftar

Materi tanggapan <ian masukan untuk dimasukan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih

NO. KK

NlK/Identitas lain

Tempat/Tanggat l^ahir

Umur

Status Perkawinan {B/S/ P}

Jenis Kelamin

Alamat

Jalan/Dukuh

RT/RW

Disabilitas

NO. TPS

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti
perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilu Kepala Daerah

Kr.r:a mata n

i.
2.
J.

Tahun 2Ol5

Pemberi Masukan / tanggapan
Tertanda
Panitia Pemungutan Suara (PPS)

t
(......................... .) t.........

r=
" menunjukkan dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk, kartu keluarga, pastrrcr, atau surat
domisili.

',{

$,""""""'
Model A1.A-KWK

TANDA BUKTI
FORMULIR TAT{GGAPN{ DAN MASUKAIT MASYARAKAT

TERIIADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2OL5

Alasan memberikan tanggapan/masukan .....
untuk pemilih

Tertanda
Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Tahuo 2O15

Pemberi Masukan / tanggapan

(.

I

(............
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is-! lr,

!
ltA'lt

f(

DAFTAR TANGGAPAN MASYARAKAT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2015

Kecamatan
DesalKelurahan
TPS

Ditetapkan di ...................., Tarygal

Model A2-KWK

PROVINSI
KABUPATEN

: JAWA TENGAH
: BLORA

PANITIA PEMUT{GUTAN SUARA
K.tu,

No.

JENIS
TANGGA

PAN

KET.
DATA No. KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Umur

Status
Perkawinan

B/S/P

Jenis
Kelamin

UP

Alamat Disabil
itas

Hasil
Pemeriksaan

Jalan/Dukuh RT

1 2 J 4 5 6 7 8 o '10 11 tl 13 14 15 16

1

TAMBAH
/ UBAH /
HAPUS

AWAL

MENJADI

2

TAMBAH
/ UBAH /
HAPUS

AWAL

MENJADI

3
TAMBAH
/ UBAH /
HAPUS

AWAL

MENJADI

4
TAMBAH
/ UBAH /
HAPUS

AWAL

MENJADI

5
TAMBAH
/ UBAH I
HAPUS MENJADI

6
TAMBAH
/ UBAH /
HAPUS

AWAL

MENJADI

7
TAMBAH
/ UBAH /
HAPUS

AWAL

MENJADI

I
TAMBAH
/ UBAH /
HAPUS

AWAL

MENJADI

9
TAMBAH
/ UBAH I
HAPUS

AWAL

MENJADI

10
TAMBAH
/ UBAH /
HAPUS

AWAL

MENJADI

t{.a..... dari

2013

T--1

AWAL
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PROVINSI
KABUPATEN

I : Tum Daksa
2 : Tma l{stra
3 : Tura Rurpu / Wicara

; JAWA TENGAH
: BLORA

4: TurGrdI
5: ffilt*ltp

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPAT! BLORA

TAHUN 2015

Keterangan Status Perkawinan
B: Belum Kawin
S: lGwin
P: Pemah Kawin

Model A3-KWK

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

Dit€tapk ndi ....................,Tarygnl ........2015
KOillISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

K€tua,

No. No. KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Umur
Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis
Kelamin

LIP

Alamat Disabil
itas Keterangan

Jalan/Dukuh RT

1 2 4 o 7 8 o 10 11 12 13 14

rI.....(It....

I

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



REKAPITU LASI DAFTAR PE M I LIH TETAP DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATT BLORA TAHUN 2015

OLEH PPS

ModelA3.1-KWK

201 5

Tanda Tangan

DESA / KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

1. Ketua

: BLORA
: JAWA TENGAH

Disahkan dalam rapat Pleno PPS Tanggal ... ... ... .

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

No Nomor TPS
Jumlah Pemilih

Keterangan
L P L+P

1

2

3

4

5

6

7

8

I
10

11

12

13

14

15

dst

TOTAL

3. Anggota

L

L

2. Anggota

F.

l-

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



ModelA3.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015

OLEH PPK

: BLORA
: JAWA TENGAH

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

Disahkan dalam rapat Pleno PPK Tanggat ......... .......2015
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama Tanda Tangan

No.
Nama Desa /
Kelurahan

Jumlah
TPS

Jumlah Pemilih
Keterangan

L P L+P
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

dst

TOTAL

5. Anggota

r.

F

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



KABUPATEN
PROVINSI

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

REKAPITULASI DAFTAR PEilIILIH TETAP KABUPATEI{
PEII,IILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2OI5

OLEH KPU KABUPATEN

: BLORA
: JAWA TENGAH

Blora, ... .....2015
Disahkan dalam rapat Pleno KPU Kabupaten Tanggal ... ... ... ... ..

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

Nama Tanda Tangan

ModelA3.3-KWK

Keterangal

2415

No.
Jumlah

DesalKel
Jumlah

TPS

Jumlah Pemilih

L P L+P
1

2

3

4

5

o

7

8

I
10

11

12

13

14

15

16

TOTAL

5. Anggota

t

I
J

Nama Kecamatan

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



r1 r r-

PROVTNSI

KABUPATEN

1: Turh
2:Trmll*e
3: Tne Ruau / Wi:ara

: JAWA TENGAH
: BLORA

4: Turcil*r
5: ffirldmyr

DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN .1
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2015

Kctcrangan Status Perkawinan
B: Belum Kawin
S : Kawin
P: Pemah Kawin

Model A.Tb1-KWK

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

Dil€tapkan di ...................., Tanggal ........ 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

Kstua,

No. No. KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Umur
Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis
Kelamin

LIP

Alamat Disabil
itas Keterangan

Jalan/Dukuh RT
1 2 3 4 o 7 8 o 10 11 12 13 14

tid..... d..i......

I
jdih.kpu.go.id/jateng/blora



Model A.Tbl.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN.I DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015

OLEH PPS

DESA / KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

1. Ketua

: BLORA
: JAWA TENGAH

Disahkan dalam rapat Pleno PPS Tanggal ... ... ... .

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

2015

Tanda Tangan

No Nomor TPS
Jumlah Pemilih

Keterangan
L P L+P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

dst

TOTAL

t

t

3. Anggota

L

2. Anggota

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

REIfiP'IULASI DAFIAR P EMILIH T ET AP T AMBAHAN-I KEC AMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015

OLEH PPK

BLORA
JAWA TENGAH

Disahkan dalam rapat Pleno PPK Tanggal """ "' "'
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama Tanda Tangan

Model A.TbL.2-KW,

2015

:

No
Nama Desa /
Kelurahan

Jumlah
TPS

Jumlah Pemilih
Keterangan

L P L+P

1

2

3

4

5

6

7

8

I
10

11

12

13

14

15

dst

TOTAL

5. Anggota

-t

i

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



KABUPATEN
PROVINSI

1. Ketua

3. Anggota

4. Anggota

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-I KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI BLORA DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2OI5

OLEH KPU KABUPATEN

:BLOFIA
: JAWA TENGAH

Nama Tanda Tangan

Modei A

Keterangan

201 5

Jumlah PemilihNo Nama Kecamatan Jumlah
Desa/Kel

Jumlah
TPS L P L+P

1

2

4
q

b

7

B

9

10

11

12

13

14

15

16

TOTAL I

I

5. Anggota

Blora, ............... .................... 2o1s
Disahkan dalam rapat Pleno KpU Kabupaten Tanggal ............

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

2. Anggota

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



PROVTNST

KABUPATEN

t(.i.mgn dir$lller :

1 : Tune Drlca
2: Turl{*e
3: TqrRurpu/Wcan

: JAWA TENGAH
: BLORA

tl: Turcld*r
5: btrhrryt

DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2015

Kctcnngan Status Perkawinan :

B: Belum Kawin
S: Kalvin
P: Pemah lGwin

Model A4-KWK

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

Dndrpkm di ...................., T.r[Ed ........ 2Ot5
PATIITIA PEMUI{GUTAN SUARA

l(dra,

No. No. KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Umur
Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis
Kelamin

UP

Alamat Disabil
itas Keterangan

Jalan/Dukuh RT RW
I 2 3 4 5 6 7 8 o '10 1'l 12 13 14

H.4.....-i

Ijdih.kpu.go.id/jateng/blora



I

t

I
Model A.S-KWK

SURAT PEM B ERITATIUAIII
(DAI"TAR PEMILIH PINDAI{AI{I

PEMILIHAN BUPATi DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2015

t
NO. KK

NIK/ No.Paspor

Nama

Jenis Kelamin

Alamat

Aiasan Pindah

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPTb-l
1 TPS

2 Desa/Kelurahan
3 Kecamatan

4 Kabupa.ten/Kota

5 Provinsi

Digunakan oleh pemilih untuk meng6;unakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

Panitia Pemungutan Suara
1 TPS
2 DesalKel
3 Kecamatan
4 1{ablKota
5 Provinsi

Ketua,

(..

SURAT PEMBERITATIUAIT
{DAITAR PEMILIH PII'IDAIIAN}

PEMILiHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2015

... ... ... . .. ..)

$

Model A.5-KWK

i

NO. KK

NIK/ No.Paspor

Nama

Jenis Kelamin

Alamat

Alasan Pindah

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPTb-l
1 TPS

2 Desa/Kelurahan
3 Kecamatan

4 Kabupaten/Kota
5 Provinsi

:
I

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilihlmemberikan suara di :

Panitia Pemungutan Suara
1 TPS

2 Desa/Kel
3 Kecamatan
4 KablKota
5 Provinsi

a

Ketua,

.........)

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



f-7 r--r-T
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DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN . 2
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2015

Ketcrangan Status Perkawinan
B: Belum Kawin
S: Kawin
P: Pemah Kanvin

Model A.Tb2-KWK

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

Ditepkan di ...................., Tanggat ........ 2ols
KELOiIPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

K€tua, .

PROVINSl
KABUPATEN

Ketcrangan disabilltas :

1 : Tum Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu / Wicara

: JAWA TENGAH
: BLORA

4: TuIGililT
t: *Ldnnya

No.

1

No. KK

2

NIK

3

Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Umur
Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis
Kelamin

UP

Alamat Disabil
itas Keterangan

Jalan/Dukuh RT
4 5 6 7 8 I 10 11 12 13 14

Ht|..... tui......

rt

r7'r=rlr-rr
-1

... .. )

jdih.kpu.go.id/jateng/blora


